
 
 
 
 
 
 

MAHKAMAH KONSTITUSI 
REPUBLIK INDONESIA 

 
IKHTISAR PUTUSAN 

PERKARA NOMOR 58/PUU-XIV/2016 

Tentang 

Konstitusionalitas Kebijakan Pengampunan Pajak 
  

Pemohon : Yayasan Satu Keadilan 

Jenis Perkara : Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Pengampunan Pajak (UU 11/2016) dan terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD 1945). 

Pokok Perkara : Pengujian Materiil Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 7, Pasal 3 
ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 20, Penjelasan Pasal 20 dan 
Pasal 22 UU 11/2016 Konsep pengampunan pajak, Uang 
tebusan dan tarifnya, data dan informasi yang tidak dapat 
dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan 
pidana terhadap wajib pajak, dan tidak dapat dilaporkannya 
Menteri, Wakil Menteri, dan Pegawai Kementerian Keuangan 
dalam pelaksanaan tugas pengampunan pajak bertentangan 
dengan Pasal 23A, Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945 menyangkut pajak yang bersifat 
memaksa, kekuasaan kehakiman yang bebas, persamaan 
kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. 

Amar Putusan  : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 

Tanggal Putusan : Rabu, 14 Desember 2016. 

Ikhtisar Putusan :  
Pemohon mendalilkan dirinya sebagai badan hukum privat, dan sebagaimana tertuang 

dalam Pasal 2 Akta Pendiriannya, Mahkamah berpendapat bahwa secara implisit 
mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah termasuk 
ke dalam maksud dan tujuan Yayasan Satu Keadilan, permohonan a quo substansinya 
berkenaan dengan masalah pajak, sehingga menurut Mahkamah setiap warga negara 
pembayar pajak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU 
11/2016 dapat diterima kedudukan hukum (legal standing)-nya dalam pengujian UU 11/2016 
terhadap UUD 1945. Dalam kaitannya dengan Pemohon, sekalipun sebagai yayasan yang 
bergerak di bidang sosial Pemohon tidak diwajibkan membayar pajak, namun mengingat 
maksud dan tujuan pendiriannya Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki 
kepentingan langsung terhadap berlakunya norma Undang-Undang yang menjadi objek 
permohonan a quo, terlebih lagi ternyata Pemohon juga terdaftar sebagai Wajib Pajak. 

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) 
UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
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Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang untuk 
mengadili permohonan a quo mengenai pengujian konstitusionalitas UU 11/2016.  

Dalam pokok permohonan Terhadap dalil dalam argumentasi umum Pemohon 
Mahkamah berpendapat bahwa hasil penilaian atau evaluasi demikian, andaikata pun benar, 
tidaklah menjadikan kebijakan itu serta-merta bertentangan dengan tujuan pembentukan 
Negara Republik Indonesia sebagai amanat penderitaan rakyat, sebagaimana didalilkan 
Pemohon, sehingga tidak cukup alasan pula untuk menyatakan UU 11/2016 bertentangan 
dengan UUD 1945. 

Terhadap dalil Pemohon bahwa pengertian frasa “Pengampunan Pajak” dalam 
ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) UU 11/2016 serta mekanisme 
pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 juncto Pasal 5 dan 
Pasal 4 UU 11/2016 bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945, Mahkamah berpendapat 
bahwa secara substansial norma UU 11/2016 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya dalam 
permohonan a quo tidak berbeda dari substansi yang dimohonkan oleh Pemohon dalam 
permohonan sebelumnya, in casu Permohonan Nomor 57/PUU-XIV/2016, meskipun kedua 
permohonan ini bertolak dari persoalan frasa yang berbeda, di mana terhadap hal itu 
Mahkamah telah menyatakan pendiriannya bahwa dalil Pemohon sepanjang menyangkut 
inkonstitusionalitas frasa “penghapusan pajak” dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 yang 
dihubungkan dengan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 4 serta Pasal 5 UU 11/2016 adalah tidak 
beralasan menurut hukum. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 
Nomor 57/PUU-XIV/2016 juga berlaku terhadap dalil Pemohon a quo. 

Terhadap dalil Pemohon bahwa pengertian frasa “Uang Tebusan” dalam ketentuan 
Pasal 1 angka 7 yang direalisasikan dalam Pasal 4 juncto Pasal 5 UU 11/2016 bertentangan 
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, substansi permohonan ini pun telah dipertimbangkan 
dalam Putusan Mahkamah Nomor 57/PUU-XIV/2016 dan telah dinyatakan bahwa dalil 
Pemohon sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas frasa “Uang Tebusan” dalam Pasal 1 
angka 7 yang dihubungkan dengan Pasal 4 dan Pasal 5 UU 11/2016 adalah tidak beralasan 
menurut hukum sehingga pertimbangan Mahkamah dalam putusan dimaksud berlaku pula 
terhadap dalil Pemohon a quo. 

Terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan frasa “tidak dapat” dalam Pasal 20 UU 
11/2016 serta frasa “tindak pidana lain” dalam Penjelasan Pasal 20 UU 11/2016 
bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 substansi dalil ini juga telah 
dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 57/PUU-XIV/2016 meskipun tidak secara khusus 
menyoroti frasa “tidak dapat” yang termuat dalam rumusan norma Pasal 20 UU 11/2016. 
Dalam putusan dimaksud Mahkamah telah pula menyatakan pendiriannya bahwa 
keberadaan Pasal 20 UU 11/2016 tersebut tidak menghalangi penegak hukum untuk 
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap mereka yang 
mengikuti Pengampunan Pajak sepanjang bukti-bukti untuk melakukan tindakan itu bukan 
berasal dari Surat Pernyataan (dan lampirannya) yang diadministrasikan oleh Kementerian 
Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU 11/2016 melainkan 
berasal dari sumber lain. Namun, terkait dengan persoalan apakah data dan informasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 itu mencakup pula “tindak pidana lain”, Mahkamah 
telah berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 20 UU 11/2016 tersebut tidak mencakup 
tindak pidana lain, sehingga oleh karena itu Pasal 20 UU 11/2016 dimaksud dinyatakan 
konstitusional bersyarat. Maksudnya, Pasal 20 UU 11/2016 adalah konstitusional sepanjang 
diartikan tidak mencakup tindak pidana lain di luar tindak pidana di bidang perpajakan. 

Untuk lebih memperjelas maksud Mahkamah dengan pernyataan bahwa Pasal 20 UU 
11/2016 adalah konstitusional bersyarat, yang berarti ketentuan a quo adalah konstitusional 
sepanjang diartikan tidak mencakup “tindak pidana lain” di luar tindak pidana di bidang 
perpajakan, Mahkamah memandang penting untuk menegaskan bahwa apabila dalam 
praktik di kemudian hari ternyata syarat itu dilanggar, yang artinya Pasal 20 UU 11/2016 
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tersebut ternyata diartikan mencakup pula tindak pidana lain di luar tindak pidana di bidang 
perpajakan, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 20 UU 11/2016, maka 
terbuka kemungkinan Pasal 20 UU 11/2016 dimohonkan pengujian kembali ke Mahkamah 
Konstitusi. 

Dalil Pemohon yang mendalilkan frasa “tidak dapat” dalam kalimat [sic!] “tidak dapat 
dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, atau dituntut baik secara perdata maupun 
pidana” dalam Pasal 22 UU 11/2016 tidak memiliki landasan norma dalam Konstitusi dan 
telah bertentangan dengan prinsip persamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum dan 
pemerintahan, substansi dalil Pemohon ini pun telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 
57/PUU-XIV/2016, meskipun tidak secara khusus mempersoalkan frasa “tidak dapat”. 
Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 57/PUU-XIV/2016 
tersebut berlaku pula terhadap dalil Pemohon a quo. 

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena seluruh substansi dalil 
Pemohon dalam permohonan a quo telah pula dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 57/PUU-XIV/2016 sehingga mutatis mutandis berlaku pula terhadap 
permohonan a quo, maka permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima; 

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan  
permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 


